
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM 
                                           NOMOR  11  TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 
KOTA MATARAM TAHUN 2011-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 
serta Pasal 76 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Permerintah Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-
2015;

b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Kota Mataram Tahun 2011-2015 merupakan penjabaran dari 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota 
Mataram Tahun 2005-2025 yang memuat analisis isu-isu strategis, 
visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta 
kebijakan umum dan program pembangunan daerah, yang 
dimaksudkan sebagai pelaksana dan tujuan pembangunan daerah 
selama lima tahun mendatang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kota Mataram Tahun 2011-2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3531);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421);



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Tahun 2008 Nomor 3); 

12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah 
Tahun 2009 Nomor 3); 



13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan 
Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 
Nomor 2 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram 
(Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota 
Mataram Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 
2008 Nomor 1 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALIKOTA MATARAM

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA MATARAM 
TAHUN 2011-2015

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 

2011-2015 adalah Rencana Pembangunan Daerah yang bersifat strategis  untuk periode 
lima tahunan karena merupakan komitmen bersama masyarakat dan Pemerintah Daerah 
untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah.

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-
2015 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selama periode Tahun 2011-2015.

Pasal 3

(1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 
2011-2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS



BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI 
KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 

BAB XI PENUTUP

(2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 
2011-2015 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu 
kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di  Mataram
pada tanggal   1 Oktober 2011

WALIKOTA MATARAM,

       TTD

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di  Mataram
pada tanggal  1 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MATARAM,

       TTD

H. LALU MAKMUR SAID

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2011 NOMOR: 3 SERI: E     
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